
  

 
 
 

PERBEKEL PEMUTERAN 
KABUPATEN BULELENG 

 
PERATURAN DESA PEMUTERAN  

NOMOR 11 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMUTERAN  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PERBEKEL PEMUTERAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang 

disusun sesuai  dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan 
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan 
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat 

dalam melaksanakann pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja 
Desa Pemuteran Tahun Anggaran 2021; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa 

 
 

 
 

 



Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 5495); 

3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang  Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 
7. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13  Tahun 



2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1035); 
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 

21); 
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 

54); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2020 Nomor 10; 
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng 
Tahun 2020 Nomor 70); 

12. Peraturan Desa Pemuteran Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pemuteran Tahun 

2020 Nomor 8). 
 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMUTERAN 
dan  

PERBEKEL PEMUTERAN 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA PEMUTERAN TAHUN ANGGARAN 2021. 
 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemuteran 

Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut: 
 

 
1. Pendapatan Desa Rp  2.785.093.000,00 
2. Belanja Desa Rp  2.836.093.000,00 

Surplus/Defisit Rp      (51.000.000,00)  

3. Pembiayaan Desa   
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.    201.000.000,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.    150.000.000,00 

Selisih Pembiayaan (a – b) 
  
Rp       51.000.000,00 

 
 
 



Pasal 2 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Pemuteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Desa ini: 
 

Pasal 3 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

memuat: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. Daftar Penyertaan Modal;  

 
 

Pasal 4 
 

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Pemuteran. 
 

Pasal 5 

  
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan 

untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, 
dan mendesak.  

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak 
terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan 
Desa tentang perubahan  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa.  

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya;  
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;  
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap 

anggaran dalam rangka pemulihan yang 
disebabkan oleh kejadian yang luar biasa 
dan/atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

Pasal 6 
 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun berjalan;  
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar objek belanja; dan 

c.kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 
sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam 
tahun berjalan. Perbekel dapat mendahului 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa dan memberitahukannya kepada 
Badan Permusyawaratan Desa Pemuteran. 

 
Pasal 7 

  
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 

Desa Pemuteran. 

 

               

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
  



 
  



 

  



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 



 
 
 



BERITA ACARA RAPAT INTERNAL 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA PEMUTERAN 

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua 

Puluh, bertempat di Ruang BPD Pemuteran yang dihadiri oleh Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD Pemuteran, sebagaimana daftar hadir 

terlampir dalam rangka melaksanakan rapat Internal BPD tentang 

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pemuteran tentang APBDesa Tahun 

Anggaran 2021. 

Rapat Internal yang dimaksud dalam rangka pembahasan Rancangan 

Peraturan Desa Pemuteran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2021 yang akan diajukan untuk evaluasi Camat. Setelah 

diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan 

beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut:  

1. Mencermati RK RAB, Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 

2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 

2021;  

2. Menyepakati hasil pencermatan RK RAB, Peraturan Desa tentang APBDes 

Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa 

Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Pemuteran. 

3. Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 

2021 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Pemuteran, untuk diajukan 

untuk mendapatkan evaluasi Camat. 

4. Menyepakati rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa 

Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Pemerintah  Desa Pemuteran; 

  Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian 

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

  

 



 
FOTO – FOTO RAPAT INTERNAL BPD PEMUTERAN 

 

 
 

 

 
 



 
 

 



 
 
 



 

 
  



  



  



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 
Nomor : 3.224/XII/2020 

Nomor :     30/XII/2020 
 

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 
DESA PEMUTERAN 

TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

DESA PEMUTERAN, 
Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua 

Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. NYOMAN ARNAWA : Perbekel Desa Pemuteran dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Pemerintah Desa 

Pemuteran selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

2. I KADEK SULITRA :  Ketua BPD Desa Pemuteran dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pemuteran 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

Desa tentang Peubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang telah 

diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan 

sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera 

melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh PIHAK 

KEDUA. 

3. PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada Camat Gerokgak Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 untuk 

mendapat Evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah 

tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

 

 
 
                          

 
 
 



FOTO – FOTO RAPAT PENYEPAKATAN RANPERDES APBDESA 
TA 2021 

 
 

 
 

 



 
 



 

 

 
 



 



 

 



 

 
 
 



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 
Nomor : 3.284/XII/2020 

Nomor :      31/XII/2020 
 

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD 
DESA PEMUTERAN 

TENTANG 
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI    

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DESA PEMUTERAN, 
Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, Tahun Dua 

Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
3. NYOMAN ARNAWA : Perbekel Pemuteran dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Pemerintah Desa Pemuteran 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

4. I KADEK SULITRA :  Ketua BPD Desa Pemuteran dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pemuteran 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Menyatakan bahwa: 
1. PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana hasil evaluasi 

Camat Gerokgak yang tertuang pada surat Keputusan Camat No: 

141/802/XII/2020 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima 

dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK 

PERTAMA. 

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 

menjadi Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021. 

3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tentang kesepakatan Penetapan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 

menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021. 

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

                 
 

 
 



FOTO RAPAT PENETAPAN APBDESA MENJADI PERDES TA 
2021 

 

 
 

 
 

 
 

 



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK 

KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 6 TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

 KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMUTERAN, 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 

dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, 

akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan 

Desa; 

b. bahwa Badan Pemusywaratan Desa telah melaksanakan 

pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021  pada tanggal 1 Desember 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang 

Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2021; 

 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5495); 

3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

110. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

Indonesia Nomor 5864); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 13  Tahun 2020 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035); 

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21); 

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54); 

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2020 Nomor 10); 

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 

70); 

Peraturan Desa Pemuteran Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pemuteran Tahun 2020 

Nomor 8). 

 

 

 

  

 

                 MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan  :  

KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; 



KEDUA       : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 

menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan oleh 

Perbekel. 

KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 

  

 

Ditetapkan di Pemuteran 

Pada tanggal 22 Desember 2020 

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

 

 


